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ABSTRACT

The research aimed to explore financial performance’s model of the Karanganyar Regency
Regional Government. This research tested the impact of size, richness, leverage, and capital
expenditure on the financial performance of the Karanganyar Regency Regional Government.
Research data were 8 (eight) periods of financial statements. Hypotheses analyzed with multiple
linear regression. Analysis results showed that size and richness have a significant positive impact
on the financial performance of Karanganyar Regency Regional Government; while leverage and
capital expenditure have a significant negative impact on the financial performance of the
Karanganyar Regional Government. Those results illustrates that greater size and richness will
increase the financial performance; on the contrary, the greater leverage and capital expenditure
will decrease the financial performance. The model explored is Y = -75.79 + 109.039X; + 3.754X;
—0.582X3 - 0.231X4.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menggali model kinerja finansial Pemerintah Daerah Kabupaten
Karanganyar. Penelitian ini menguji pengaruh ukuran, kekayaan, leverage, dan belanja modal pada
kinerja finansial Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Data penelitian ini adalah 8 (delapan)
periode laporan keuangan. Hipotesis dianalisis dengan regresi linear berganda. Hasil analisis
menunjukkan bahwa ukuran dan kekayaan memiliki dampak positif signifikan pada kinerja
finansial Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar; sedangkan leverage dan belanja modal
memiliki dampak negatif signifikan terhadap kinerja finansial pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Karanganyar. Hasil-hasil tersebut menggambarkan bahwa makin besar ukuran dan kekayaan akan
meningkatkan kinerja finansial; sebaliknya, makin besar leverage dan belanja modal akan
menurunkan kinerja finansial. Model yang tergali adalah: Y = -75.79 + 109.039X; + 3.754X; —
0.582X3 — 0.231X,.

Kata kunci : ukuran; kekayaan; leverage; belanja modal; kinerja finansial
pemerintah daerah
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PENDAHULUAN

Permasalahan dalam pemerataan hasil
pembangunan  menuntut diberlakukannya
otonomi daerah, dipertegas dalam UU No.
23/ 2014 mengenai Pemerintahan Daerah,
yang menyatakan bahwa otonomi daerah
merupakan wewenang mengurus kepentingan
masyarakat secara mandiri di daerah.
Otonomi mensyaratkan keuangan berimbang,
adil, sesuai proporsi, serta adanya
transparansi  (Hasan, 2013)  sehingga
pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan
otonomi daerah menjadi hal utama yang
harus menjadi perhatian pemerintah daerah
(Sijabat et al. 2014, 23); sebagai acuan,
berbagai indikator bahkan telah
dikembangkan oleh pemerintah daerah di
Irlandia untuk mampu menilai kinerja
keuangan  pemerintah  daerah  mereka,
sehingga dapat mendeteksi dini terjadinya
kesulitan keuangan di daerah (Turley et al.
2015).

Pelaksanaan pengelolaan keuangan
terkait dengan pengukuran kinerja finansial
dalam  rangka  menilai  akuntabilitas
pemerintah daerah, yang terdapat pada
laporan keuangan dan tersaji dalam neraca,
realisasi anggaran, dan kinerja finansial yang
bermanfaat bagi pengambilan kebijakan
(Puspitasari  2013). Manajemen keuangan
daerah digunakan sebagai alat pengelolaan
keuangan di daerah (Halim 2012).

Keberhasilan otonomi daerah salah
satunya ditunjang oleh tersedianya informasi
yang memadai dalam kebutuhan penilaian
kinerja finansial pemerintah daerah (Fitriani
et al. 2014). Salah satu alat pengukuran untuk
mengetahui  kapabilitas  daerah  dalam
melaksanakan otonomi daerah adalah kinerja
keuangan (Halim, 2016). Ada dua unsur
kinerja finansial yang dibandingkan antara
sebelum dan setelah era otonomi daerah
yakni wewenang pembiayaan daerah dan
pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo,

2016).

Teori agensi menjelaskan hubungan
agen dan principal agar agen dapat
menjalankan kegiatan  seperti  yang

diharapkan principal. Aplikasi teori ini di
public sector digambarkan bahwa terdapat
hubungan keagenan antara rakyat dengan
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pemerintah, atau antara pusat dengan daerah.
Pemerintah daerah bertanggungjawab pada
pusat yang telah memberi mandat, selain juga
kepada masyarakat untuk membuat mereka
sejahtera (Halim & Abdullah, 2015).

Berbagai hal dianggap berpengaruh
pada kinerja finansial pemerintah daerah.
Minarsih ~ (2015) menyatakan  ukuran
pemerintah daerah (size) salah satu faktornya.
Tuntutan rakyat akan lebih tinggi pada
pemerintah yang lebih banyak dan lebih luas
dalam melayani mereka. Layanan pemerintah
daerah kepada masyarakat dalam jumlah yang
makin banyak dianggap melibatkan resources
yang lebih besar terutama pelibatan keuangan
daerahnya, sehingga ukuran pemerintah
dianggap memiliki pengaruh pada Kinerja
keuangan pemerintah daerah.

Ukuran pemerintah daerah diproksikan
dengan total aset, dianggap memiliki dampak
positif dan signifikan pada kinerja finansial
pemerintah daerah (Sari, 2016), namun hasil
penelitian lain menyatakan berpengaruh
negatif signifikan (Sari & Mustanda, 2019;
Mulyani & Wibowo, 2017). Hasil yang
berlawanan dinyatakan oleh Harnanto (2017)
serta Febrianto (2018) bahwa ukuran
pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh
pada kinerja finansial pemerintah daerah.

Hi: diduga ukuran memiliki pengaruh
signifikan  terhadap  kinerja  finansial
Pemerintah Daerah Kabupaten
Karanganyar.

Strategi investor bila berada pada pasar
yang dinamis biasanya dilakukan dengan
mengoptimalkan kekayaan. Strategi ini yang
dianggap paling efektif (Lo, et al, 2017).
Kekayaan (richness) dalam penelitian ini
diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah
(PAD); sesuai dengan UU No. 23/ 2014
mengenai  pendapatan,  belanja, dan
pembiayaan yang menyatakan bahwa PAD
dapat meliputi pajak di daerah, retribusi
daerah, dan hasil kekayaan daerah yang
dikelola.

Beberapa penelitian menyimpulkan
bahwa PAD berpengaruh positif signifikan
pada kinerja finansial pemerintah daerah
(Sari, 2016, Sari & Mustanda, 2019; Leki, et
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al. 2018; Atmaja, et al, 2015, serta Andirfa,
et al 2016). Hasil berbeda dari penelitian
Mulyani & Wibowo (2017) yang menyatakan
bahwa pengaruhnya negatif signifikan. Riset
Febrianto (2018) menunjukkan PAD justru
dianggap tidak memiliki dampak terhadap
kinerja finansial pemerintah daerah.

H2: diduga kekayaan memiliki pengaruh
signifikan pada kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Karanganyar.

Leverage menggambarkan bagaimana
aset dibiayai dengan hutang dibanding
menggunakan  modal intern.  Investasi
dianggap berisiko tinggi bila leverage makin
tinggi, begitu pula sebaliknya. Besarnya

leverage menunjukkan buruknya kinerja
disebabkan ketergantungan besar pada
external resurces (Syamsuddin, 2016).

Perwitasari, 2010; Minarsih, 2015; dan Sari,
2016 menyatakan bahwa kinerja dipengaruhi
oleh leverage.

Hs: diduga leverage berpengaruh signifikan
pada kinerja finansial Pemerintah Daerah di
Kabupaten Karanganyar.

Kinerja  keuangan daerah  juga
dipengaruhi belanja modal (Mulyani, et al,
2017). Belanja modal juga memiliki pengaruh
positif tidak signifikan pada Kinerja keuangan
pemerintah daerah (Leki, et al, 2018;
Andirfa, et al, 2016; Atmaja & Aliamin,
2015). Nugroho, et al (2012) memberikan
hasil riset yang berbeda bahwa belanja modal
mempunyai  pengaruh negatif signifikan
terhadap Kkinerja keuangan pemerintah
daerah.

Hs: diduga belanja modal berpengaruh
signifikan terhadap kinerja finansial di
Pemerintah Daerah Kabupaten
Karanganyar.

Beberapa hasil penelitian terdahulu
belum konsisten. Penulis tertarik menggali
berbagai faktor pengaruh kinerja finansial
pemerintah daerah. Hal itu dapat bermanfaat
sebagai sarana evaluasi dan antisipasi.
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METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif ini mengkaji,
menganalisis, dan mendeskripsikan Kkinerja
finansial pemerintah daerah  Kabupaten
Karanganyar. Data penelitian dikumpulkan
menggunakan teknik purposive sampling.
Sampel penelitian berupa laporan keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar
selama 8 (delapan) periode tahun 2010-2017,
dan dilakukan analisis statistik deskriptif,
serta regresi linear berganda terhadapnya.

Variabel terikat  berupa  kinerja
finansial Pemerintah Daerah Kabupaten
Karanganyar (). Variabel bebasnya berupa
ukuran (Xi), kekayaan (Xz), leverage (Xs),
dan belanja modal (X4). Ukuran pemerintah
daerah  diwakili total aset. Kekayaan
diproksikan  dengan  PAD.  Leverage
didefinisikan oleh hutang total dibanding
seluruh ekuitas. Belanja modal adalah total
belanja pemerintan daerah seperti alat,
permesinan, bangunan, sarpras, dan berbagai
aktiva tetap lain.

Kerangka  konsep
digambarkan sebagai berikut:

penelitian  ini

Ukuran (X1)

Kekayaan (X2)

Kinerja
Finansial (Y)

Leverage (X3)

Belanja Modal (Xa4)

Gambar 1. Kerangka Penelitian

Keterangan:

—— Mmenunjukkan  pengaruh  variabel
bebas (ukuran, kekayaan, leverage,
dan belanja modal) terhadap variabel
terikat (kinerja finansial Pemerintah
Daerah Kabupaten Karanganyar).

HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian sebagai berikut:

TABEL 1. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

_ std.
N  Min Max Mean Deviation
Ukuran (X1) 8 26.35 2854  27.9302 84738
Kekayaan (X2) 8 2522 26.67  25.9066 45177
Leverage (Xs) 8 .00 01 .0033 .00183
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Belanja Modal (Xa) 8 2550 27.69  26.4510 81628
Kinerja Finansial (Y) g 01 .08 .0376 .02316
Valid N (listwise) 8

Sumber: Hasil Olah Data, 2019

TABEL 2. Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients?

Standardized
Coefficients

Unstandardized
Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -75.792 28.951 2,618 .047
Ukuran (X1) 109.039 33.216 873 3283 .022
Kekayaan (Xz2) 3.754 .926 1.907 4.054 .010
Leverage (X3) -.582 779 -180 -.747 .489
BelanjaModal g, 325 167 -710 510

(X4)

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan (Y)

PEMBAHASAN

Uji hipotesis membuktikan bahwa:
ukuran memiliki pengaruh positif signifikan
terhadap kinerja finansial Pemerintah Daerah
Kabupaten Karanganyar. Uji t secara parsial
menunjukkan nilai positif yaitu thitung
sebesar 3,283 dan signifikansi 0,022. Hal ini
mendukung penelitian Sari (2016) dan
menerima hipotesis pertama.

Kekayaan mempunyai pengaruh positif
signifikan pada kinerja finansial Pemerintah
Daerah Kabupaten Karanganyar, ditunjukkan
dari nilai t hitung 4,054 dan signifikansi
0,010. Penelitian ini mendukung riset Sari
(2016) dan Leki, et al. (2018) serta
mendukung hipotesis kedua.

Leverage berpengaruh negatif tidak
signifikan  terhadap  kinerja  finansial
Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar,
berdasarkan nilai negatif uji t yaitu thiung
sebesar -0,747 dengan signifikansi 0,489
yang lebih besar dari nilai taraf signifikansi
5%. Ini menolak hasil penelitian Perwitasari,
2010; Minarsih, 2015; dan Sari, 2016 serta
menolak hipotesis ketiga.

Uji t menunjukkan bahwa pengaruh
belanja modal adalah negatif tidak signifikan
terhadap kinerja finansial Pemerintah Daerah
Kabupaten Karanganyar sebesar -0,710,
dengan signifikansi 0,510. Hasil penelitian
sejalan dengan penelitian Nugroho, et al
(2012). Persamaan regresi linear berganda
menyajikan ~ model  kinerja  finansial
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Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar
adalah Y=-75,79 + 109,039X; + 3,754X; —
0,582X3 — 0,231 Xa.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh
positif signifikan, kekayaan berpengaruh
positif ~ signifikan, leverage mempunyai
pengaruh negatif tidak signifikan, dan belanja
modal berpengaruh negatif tidak signifikan
terhadap kinerja finansial Pemerintah Daerah
Kabupaten Karanganyar. Makna yang didapat
adalah semakin besar ukuran dan kekayaan
dianggap mampu meningkatkan Kinerja
finansial, sedangkan makin tinggi leverage
dan belanja modal justru menurunkan kinerja
finansial. Model kinerja finansial Pemerintah
Daerah Kabupaten Karanganyar Y = -75,79 +
109,039X1 + 3,754X; — 0,582X3 — 0,231 Xs.
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